
 
 

GUBERNUR BALI 
  

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

   NOMOR 70 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

GUBERNUR BALI, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata 

kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, 
transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan 

pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan 
murah, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi 

sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian 
tujuan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Visi 
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” 

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana 
menuju Bali Era Baru;   

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

Tahun 2010-2025, maka  perlu disusunnya Road Map 
Reformasi Birokrasi dalam mendukung tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih; 
c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2019 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi                         

Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, 

sehingga perlu diganti; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur  tentang  Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 1649); 

 
 

 

SALINAN 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang         
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang   
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 141); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi                 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 441); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016        

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali  

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 
 
 

 
 

 



 

 
                       MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024. 

 
 

                                         Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 

3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Provinsi. 
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang 

birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan 

melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah 
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir 

diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan 
dengan upaya yang luar biasa. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya 
disingkat RMRB adalah bentuk operasionalisasi Grand 

Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan 
dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan 

rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi             
dari satu tahap ke tahapan selanjutnya selama               
5 (lima) tahun dengan sasaran setiap tahun yang jelas.  

   
Pasal 2 

 
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:          

a. pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam 
melaksanakan Reformasi Birokrasi; dan 

b. acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan 

melaksanakan program Reformasi Birokrasi              
di lingkungan Pemerintah Provinsi. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan 
arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Provinsi agar program dan kegiatan yang 
telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, 
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan 

berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian 
visi dan misi Pemerintah Provinsi, yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 Pasal 3 

 
Sistematika RMRB Tahun 2022-2024, terdiri dari                   

6 (enam) bab, yaitu: 
Bab I 
Bab II 

 
Bab III 

Bab IV 
 

Bab V 
 
Bab VI 

Pendahuluan; 
Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan             

Reformasi Birokrasi; 
Analisis Lingkungan Strategis; 

Sasaran dan Strategi Pelaksanaan   Reformasi 
BiBirokrasi Tahun 2022-2024; 

Manajemen Pelaksanaan Reformasi           
Birokrasi Tahun 2022-2024; dan 
Penutup. 

 

Pasal 4 
 

Sistematika RMRB Tahun 2022-2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

 

Pasal 5 

 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, 

Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang           
Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bali               

Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 
Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 

  
             Ditetapkan di Bali 

             pada tanggal 23 Desember 2022         
 

             GUBERNUR BALI, 
 
   ttd 

  
 

             WAYAN KOSTER 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 
 

 

 

 
Ida Bagus Gede Sudarsana 

NIP.  19691010 199703 1 012 

 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 23 Desember 202221 November 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI 
 
                          ttd 
 
 
             DEWA MADE INDRA 
 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 71 
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